1. Pada tanggal 6 Januari 2011, Tuan Sabar membeli tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp50.000.000,00. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten Tangerang ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Berapakah BPHTB terutang ?

BPHTB = 5 % x (Rp 50 juta - Rp 60 juta)
= 5 % x ( 0)
= 0 (nihil).
Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Pada tanggal 7 Januari 2011, Nyonya Dani membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Tangerang dengan NPOP Rp. 100.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten Tangerang ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Berapakah BPHTB terutang ?
 
BPHTB = 5 % x (Rp 100 - Rp 60) juta
= 5 % x ( Rp 40) juta
= Rp 2 juta .

3. Pada tanggal 8 Januari 2011, Tuan Sentot mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung dengan NPOP Rp. 400.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris untuk Kota Bandung ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Besarnya NPOPKP adalah Rp. 400.000.000,00 dikurangi Rp. 300.000.000,00 sama dengan Rp. 100.000.000,00, maka Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang ?

BPHTB = 5 % x (Rp 400 - Rp 300) juta
= 5 % x ( Rp 100) juta
= Rp 5 juta

4. Pada tanggal 7 Januari 2011, Wajib Pajak orang pribadi Komar mendaftarkan hibah wasiat, sebidang tanah yang terletak di Kota Bogor dengan NPOP Rp. 250.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kota BB ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB 	= 5 % x (Rp 250 - Rp 300) juta
= 5 % x ( 0)
= 0 (nihil).

5. Pada tanggal 1 Januari 2011, Bapak Gideon membeli sebuah rumah seluas 200 M2 yang berada diatas sebidang tanah hak milik seluas 500 M2 di Kota Bogor dengan harga perolehan sebesar Rp500.000.000,- Berdasarkan data SPPT PBB atas objek tersebut ternyata NJOPnya sebesar Rp.600.000.000,- (tanah dan bangunan). Bila NPOPTKP ditentukan sebesar Rp60.000.000,- maka berapa BPHTB yang harus dipenuhi oleh Bapak Gideon?

Jawab:
NPOP		=	Rp600.000.000
NPOPTKP	=	Rp60.000.000
NPOPKP	=	Rp540.000.000
Tarif			5%
BPHTB		=	Rp27.000.000

6. Seorang cucu menerima hibah wasiat dari kakeknya sebidang tanah seluas 300 M2 dengan nilai pasar pada waktu pendaftaran hak sebesar Rp300 juta. Terhadap tanah tersebut telah diterbitkan SPPT PBB pada tahun pendaftaran hak dengan NJOP sebesar Rp250 juta. Apabila NPOPTKP pada daerah tersebut ditentukan sebesar Rp60 juta maka hitunglah BPHTB yang terutang? 

Jawab:
NPOP		=	Rp300.000.000
NPOPTKP	=	Rp60.000.000
NPOPKP	=	Rp240.000.000
Tarif			5% 
BPHTB		=	Rp12.000.000

7. Sebuah perusahaan negara milik daerah ( BUMD Perpakiran ) menerima hak pengelolaan dari pemerintah sebidang tanah dan sebuah gedung untuk parkir dengan nilai pasar pada waktu penerbitan hak sebesar Rp1 milyar. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan SPPT PBB dengan NJOP sebesar Rp1,26 milyar. Apabila NPOPTKP atas daerah tersebut ditetapkan sebesar Rp60 juta maka hitunglah besarnya BPHTB yang harus dibayar oleh BUMD Perpakiran tersebut?

Jawab:
NPOP		=	Rp1.260.000.000
NPOPTKP	=	Rp60.000.000
NPOPKP	=	Rp1.200.000.000
Tarif			5% 
BPHTB		=	Rp60.000.000


8. Bapak Simatupang membeli sebidang tanah di Tangerang pada tanggal 5 Januari 2011 dengan harga perolehan menurut PPAT sebesar Rp.300.000.000,- dan BPHTBnya telah dibayar lunas pada tanggal tersebut. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Dispenda Tangerang pada tanggal 7 Pebruari 2011, ternyata NJOP PBB atas tanah tersebut adalah sebesar Rp.350.000.000,-. Pada tanggal 1 Maret 2011 diperoleh data baru (novum), ternyata transaksi yang benar atas tanah tersebut adalah sebesar Rp400.000.000,- Atas temuan-temuan tersebut diatas Kepala Dispenda Tangerang telah menerbitkan SKPDKB pada tanggal 7 Pebruari 2011 dan SKPDBT pada tanggal 1 Maret 2011. Berapa BPHTB yang harus dibayar oleh Bapak Simatupang tersebut berdasarkan SKPDB dan SKPDBT yang diterbitkan oleh Kepala Kepala Dispenda tersebut bila NPOPTKP ditentukan sebesar Rp60.000.000,- ? 

Jawab : 

1. BPHTB yang telah dibayar pada tanggal 5 Januari 2011 adalah: 
5%	x	(300.000.000	-	60.000.000)	=	Rp12.000.000,

2. BPHTB yang seharusnya terutang pada tanggal 7 Pebruari 2011 : 
5%	x	(350.000.000	-	60.000.000)	=	Rp14.500.000,- 

BPHTB yang telah dibayar 				=	Rp12.000.000,- 
BPHTB kurang bayar 					= 	Rp 2.500.000,- 
Denda : 2 x 2% x Rp2.500.000,- 			= 	Rp    100.000,-
SKBKB 							= 	Rp 2.600.000,- 

3. BPHTB yang seharusnya terutang pada tanggal 1 Maret 2011 : 
5% x (400.000.000 - 60.000.000) = Rp17.000.000,- 

BPHTB yang telah dibayar 				=	Rp14.500.000,- 
BPHTB kurang bayar 					=	Rp 2.500.000,-
Sanksi administrasi ( 100% ) 				=	Rp 2.500.000,- 
SKBKBT 							=	Rp 5.000.000,-
